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Nama / NPM : Erna Rina Riyanto / 15160017
Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimana dalam ayat 1 berbunyi “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. menyebutkan KPK adalah “Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.  Pasal 40 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : (1) Mengapa KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 dalam menangani rindak pidana korupsi ? dan (2) Bagaimana konsekuensi yuridis KPK  tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3 dalam menangani tindak pidana korupsi ? Metode penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang latar belakang KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 dalam menangani rindak pidana korupsi  dan  konsekuensi yuridis KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan SP3 dalam menangani tindak pidana korupsi, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian tesis, utamanya yang mengatur tentang  latar belakang KPK tidak diberi wewenang mengeluarkan SP3 dalam menangani rindak pidana korupsi  dan  konsekuensi yuridis KPK tidak diberi kewenangan mengeluarkan surat perintah perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam menangani tindak pidana korupsi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa Penerapan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, karena dengan tidak berwenangnya KPK mengeluarkan SP3 berarti proses pemeriksaan perkara pidana yang ditangani oleh KPK juga berbeda dari pemeriksaan terhadap tindak pidana biasanya. Di KPK, untuk suatu perkara dinaikkan tingkat dari penyelidikan ke tahapan penyidikan harus sudah memiliki bukti yang benar-benar memadai, sehingga tidak dimungkinkan adanya istilah suatu perkara tidak memiliki bukti yang cukup saat proses penyidikan berlangsung karena pada tahapan penyelidikan semua bukti yang cukup sudah terkumpul dengan baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN
KATA PENGANTAR

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I 
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1

B. Rumusan Masalah

6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

6

D. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual……………….       7
1. Landasan Teori…………………………………………...       7
2. Kerangka Konseptual…………………………………..       24
E. Metode Penelitian 

26
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Wewenang / Kewenangan………………….       21
B. Pengertian Surat Perintah Penghentian Penyidikan 
(SP3)…………………………………………………………       33
C. Pengertian korupsi Menurut Undang-Undang dan Para 
Ahli…………………………………………………………...       36
D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi ………………………      38
E. Dasar Hukum dan Tujuan Pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi…………………………………..       44
F. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi………………………………………………………       49
G. Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penyidik 
Tindak Pidana Korupsi…………………………………….       57
H. Latar Belakang Penetapan Pasal 40 Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002…………………………………….       61
BAB III
ALASAN / PERTIMBANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TIDAK DIBERI WEWENANG MENGELUARKAN SP3 DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. SP3 Hanya Untuk Yang Meninggal dan Sakit Terus 
Menerus……………………………………………………         67
B. Dapat Melemahkan Kedudukan KPK…………………...       69
C. Agar Berbeda Dengan Kepolisian dan Kejaksaan…….       72
D. Demi Kepastian Hukum…………………………………..       75
BAB IV
KONSEKUENSI YURUDIS KOMISI P[EMBERANTASAN KORUPSI TIDAK DIBERI WEWENANG MENGELUARKAN SP3 DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tidak Dapat “Dimanfaatkan” Oleh Tersangka Keluar 
Dari Jerat Hukum…………………………………………..       80
B. Dianggap Diskriminatif…………………………………….       94
C. KPK Harus Mono Loyalitas Menerapkan Pasal 40 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ………………..      98
D. KPK Harus Menerapkan Prinsip Equality be for the 
law ………………………………………………………….       111
E. KPK Harus Berlandaskan Pada Asas Kehati-hatian 
dan Menjujunjung Tinggi Kepastian Hukum………….       113
F. KPK Harus Tetap Tunduk Kepada Asas Presumption 
of innocent………………………………………………….       114
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

118
B. Saran

119
DAFTAR PUSTAKA


